
Permintaan 
Kelengkapan 

Pemohon 

Evaiuasi 
Kelengkapan 
Administrasi 

Lengkap 

Dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu 

Verifikasi 
Teknis 

Perbaikan 

Review & 
Evaiuasi Memenuhi ? 

Keputusan Penerbitan Izin paling lama 45 hari kerja sejak 
diterimanya surat permohonan secara lengkap dan secara 
teknis dinyatakan telah memenuhi persyaratan 
(Pasal 13 PermenLH No.18 Tahun 2009) 

Persyaratan administrasi dapat di unduh di situs: | 
http://pelayananterpadu.menlh.go.id/dokumen/ | 
Sistem status pelayanan perizinan dan non perizinan secara online dapat diakses: 
http://pelayanan terpadu.menlh.go.id/status-layanan/ 

Penetapan 
persyaratan 
& Ketentuan 
teknis yang 

dimuat 
dalam izin 

Izin/Rekom 
Menteri 

Unit Pelayanan Terpadu - Kementerian Lpgkungan Hidup - Lantai Dasar Gedung B 
Jl. D.I Panjaitan kav 24 klbon Nanas, Jakarta Timur 

Telp/Fax: 021-8517183 - http:/|pelayananterpadu.menlh.go.id 

PELAYANAN PUBLIK 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

1. Izin Pengumpulan Limbah B3 

2. Izin Pemanfaatan Limbah B3 

3. Izin Pengolahan Limbah B3 

4. Izin Penimbunan (Landfill) 
Limbah B3 

5. Izin Dumping Limbah B3 

6. Rekomendasi Pengangkutan 
Limbah B3 

7. Notifikasi Ekspor Limbah B3 

8. Rekomendasi Impor Limbah 
Non B3 

UNIT PELAYANAN TERPADU 
Kementerian Lingkungan Hidup 

Lantai Dasar Gedung B 
Jl. D.I Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410 

http://pelayananterpadu.menlh.go.id/dokumen/
http://pelayanan


KEWENANGAN REKOMENDASI DAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Keterangan: 

Kecuali oli bekas 
izinnya dari KLH 

Setelah mendapat 
Rekomendasi dari 
Provinsi 

IZIN 

Kab/Kota 
(Bupati/ 

Wall kota) 

PLB3 BUKAN SEBAGAI KEGIATAN UTAMA PLB3 SEBAGAI KEGIATAN UTAMA 

IZIN 

Kab/Kota 
(Bupati/Wali kota) 

Provinsi 
(Gubernur) 

Menteri 

Instansi yang Berwenang 
(Kementerian Perhubungan) 

Setelah mendapat 
rekomendasi dari KLH 

PENGUMPULAN 
skala Kab/Kota 

PENGUMPULAN | (2) 
skala Naslonal 

PENGOLAHAN 

PENIMBUNAN 

PEMANFAATAN 

IZIN 

Kab/Kota 
(Bupati/Wali kota) 

Provinsi 
(Gubernur) 

Menteri 

Instansi yang Berwenang 
(SPT: Menteri Perindustrian) 

Instansi yang Berwenang 
(Kementerian Perhubungan) 

Setelah mendapat 
rekomendasi dari KLH 


